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ABSTRAK

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS DIGITAL: EVALUASI TERHADAP
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SIMTARU)
PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Nadya Fatrah Balqis

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif menuntut keterlibatan aktif
masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, responsif, dan
berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah
dituntut untuk menyediakan sistem perencanaan berbasis digital yang mampu
mendorong transparansi dan partisipasi publik. Provinsi Lampung telah
mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) sebagai bagian dari
implementasi e-government dalam bidang penataan ruang. Namun, pemanfaatan
SIMTARU oleh masyarakat masih tergolong rendah dan belum optimal dalam
meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
sejaun  mana SIMTARU berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta merumuskan strategi
pengembangan SIMTARU vyang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis deskriptif kuantitatif dan
kualitatif. Metode analisis yang digunakan meliputi Structural Equation Modeling—
Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antarvariabel, serta
analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan strategi prioritas pengembangan
sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi,
dan dukungan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan
SIMTARU dan partisipasi publik. Namun, keterbatasan sosialisasi, literasi digital,
serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Strategi prioritas
yang direkomendasikan adalah penguatan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan
komunitas digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi
pengembangan sistem informasi tata ruang yang partisipatif dan berkelanjutan di
tingkat daerah.

Kata Kunci: partisipasi publik, perencanaan pembangunan daerah, sistem
informasi tata ruang, SIMTARU, e-government



ABSTRACT

PUBLIC PARTICIPATION IN DIGITAL-BASED REGIONAL
DEVELOPMENT PLANNING: AN EVALUATION OF THE UTILIZATION
OF THE SPATIAL PLANNING INFORMATION SYSTEM (SIMTARU) OF

LAMPUNG PROVINCE

By

Nadya Fatrah Balqis

Effective regional development planning requires active public participation to
ensure that policies are inclusive, responsive, and sustainable. Along with the
advancement of information technology, local governments are encouraged to
implement digital-based planning systems that enhance transparency and public
engagement. The-government of Lampung Province has developed the Spatial
Planning Information System (SIMTARU) as part of e-government implementation
in the field of spatial planning. However, the utilization of SIMTARU by the public
remains relatively low and has not yet optimally enhanced public participation.
This study aims to evaluate the extent to which SIMTARU contributes to increasing
public participation in regional development planning, to identify factors
influencing community involvement, and to formulate strategic recommendations
for improving the effectiveness and inclusiveness of SIMTARU. This research
employs a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative
descriptive analyses. The analytical methods used include Structural Equation
Modeling—Partial Least Squares (SEM-PLS) to examine the relationships among
variables, as well as SWOT and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
analyses to determine priority development strategies. The results indicate that
system quality, information quality, and institutional support have a significant
influence on SIMTARU utilization and public participation. Nevertheless, limited
socialization, low digital literacy, and weak inter-institutional coordination remain
key constraints. The priority strategies recommended include strengthening
sustainable financing and technical support, enhancing the capacity of technical
human resources, and fostering collaboration with universities and digital
communities. This study is expected to contribute to the development of
participatory and sustainable spatial information systems for regional development
planning.

Keywords: public participation, regional development planning, spatial planning
information system, SIMTARU, e-government
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis yang bertujuan
untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan.
Dalam konteks pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan berfungsi
tidak hanya sebagai pedoman alokasi sumber daya fisik, ekonomi, dan sosial,
tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menciptakan keseimbangan
pembangunan antarwilayah. Menurut Rustiadi (2021), perencanaan pembangunan
dipengaruhi oleh berbagai pendekatan, seperti perencanaan rasional, normatif, dan
partisipatif, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam
merumuskan strategi pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, perencanaan
pembangunan diharapkan mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan

berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan
elemen penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan yang
berkelanjutan. Dalam era otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi kunci
untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi lokal. Keterlibatan masyarakat memungkinkan terjadinya
proses identifikasi permasalahan secara partisipatif, perumusan solusi yang
kontekstual, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain
mencerminkan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, partisipasi
masyarakat juga meningkatkan legitimasi sosial dan rasa memiliki terhadap hasil

pembangunan (Fauzi, 2016).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, konsep e-government

berkembang sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan



kualitas pelayanan publik. Indrajit (2014) mendefinisikan e-government sebagai
pemanfaatan teknologi berbasis internet dan komunikasi digital oleh pemerintah
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Di
Indonesia, penguatan e-government diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang
menekankan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi guna mendukung tata
kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel (Wibowo & Suryadi, 2018).
Salah satu implementasi e-government dalam konteks perencanaan pembangunan

adalah pengelolaan informasi tata ruang berbasis digital.

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera
yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni.
Dengan potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan
industri, perencanaan pembangunan yang efektif sangat diperlukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan
(BPS Lampung, 2023). Dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan ruang
sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor
21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi
Lampung mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) sebagai
sistem berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).

SIMTARU Provinsi Lampung dikembangkan untuk mendukung perencanaan,
pengendalian, dan pemanfaatan ruang secara transparan dan partisipatif. Sistem
ini menyediakan akses informasi tata ruang, integrasi dengan perizinan, serta
ruang komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam
proses perencanaan tata ruang. Namun demikian, efektivitas SIMTARU dalam
meningkatkan keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Berdasarkan
evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung tahun 2022, hanya sekitar 23% pengguna SIMTARU berasal dari
kelompok non-pemerintahan, sementara mayoritas pengguna berasal dari
kalangan internal pemerintah dan konsultan perencana. Kondisi ini menunjukkan
masih adanya kesenjangan antara tujuan SIMTARU sebagai sistem inklusif

dengan realitas pemanfaatannya.



Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di
Provinsi Lampung juga tercermin dari minimnya partisipasi dalam forum-forum
perencanaan, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya literasi perencanaan
dan digital masyarakat. Meskipun SIMTARU telah memiliki fondasi sistem
digital yang memadai, implementasinya masih cenderung bersifat teknokratik dan
belum sepenuhnya mendorong partisipasi publik. Keterbatasan dalam aspek
aksesibilitas, edukasi publik, interaktivitas sistem, serta koordinasi kelembagaan
menyebabkan SIMTARU belum berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan

keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan evaluasi terhadap pemanfaatan
SIMTARU dalam mendukung keterlibatan masyarakat pada perencanaan
pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul
“Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis
Digital: Evaluasi terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang
(SIMTARU) Provinsi Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Proses perencanaan pembangunan daerah yang efektif memerlukan keterlibatan
aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong
pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kebutuhan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan daerah mencerminkan harapan mereka terhadap
pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kondisi lokal. Beberapa
aspek utama kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di
antaranya keterbukaan informasi dan aksesibilitas data, keterlibatan dalam
pengambilan keputusan, infrastruktur dasar yang memadai, dan penyediaan
fasilitas publik yang layak agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai
kebutuhan masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa perencanaan
dilakukan secara inklusif berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat.



Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang merupakan
langkah strategis untuk menciptakan ruang yang inklusif, berkelanjutan, dan
sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya
memperkuat legitimasi perencanaan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki
(sense of belonging) terhadap hasil pembangunan ruang, sehingga mendorong
terciptanya tata ruang yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan. Pemerintah
daerah perlu memastikan partisipasi ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan
dengan menyediakan akses informasi yang memadai, edukasi tata ruang, serta
ruang dialog yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung merupakan salah
satu wujud penerapan e-government dalam bidang penataan ruang yang bertujuan
untuk menyediakan akses informasi tata ruang secara terbuka, cepat, dan mudah
diakses oleh publik. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan
pemanfaatan ruang. Namun, berdasarkan data statistik pengunjung pada portal
SIMTARU, jumlah visitor yang mengakses sistem ini masih tergolong rendah
dibandingkan dengan potensi pengguna yang ada, baik dari kalangan masyarakat
umum, pelaku usaha, akademisi, maupun instansi pemerintahan. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem informasi dan
tingkat pemanfaatannya oleh publik. Rendahnya angka kunjungan dapat
mengindikasikan beberapa kemungkinan permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul beberapa rumusan permasalahan dalam

penelitian ini di antaranya:

1) Sejauh mana SIMTARU dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung?

2) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam
penggunaan SIMTARU pada perencanaan pembangunan daerah di Provinsi
Lampung?

3) Apa rekomendasi strategi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas
SIMTARU dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada perencanaan

pembangunan daerah di Provinsi Lampung?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan dalam, maka tujuan dari

penelitian ini, yaitu:

1.

Mengevaluasi sejauh mana SIMTARU telah berkontribusi dalam meningkatkan
keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan daerah.
Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi keterlibatan
masyarakat dalam penggunaan SIMTARU.

Merumuskan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas dan
inklusivitas SIMTARU dalam mendukung partisipasi masyarakat pada

perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

pihak-pihak sebagai berikut:

1.

2.

Manfaat Akademis

a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian evaluasi
sistem informasi publik, khususnya dalam konteks partisipasi masyarakat
dalam perencanaan tata ruang; dan

b. Menyediakan model evaluasi SIMTARU yang dapat direplikasi untuk sistem
informasi serupa di sektor pemerintahan daerah lainnya.

Manfaat Praktis

a. Memberikan data dan temuan terukur mengenai tingkat -efektivitas
SIMTARU dalam mendorong partisipasi masyarakat, yang dapat digunakan
oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung sebagai bahan perbaikan kebijakan dan sistem; dan

b. Sebagai referensi pengetahuan untuk pemerintah daerah lainnya dalam
pemanfaatan sistem informasi tata ruang terhadap rencana pembangunan

daerah.



3. Manfaat Sosial

a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
keterlibatan dalam perencanaan tata ruang melalui sistem digital. Sebagai
referensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat sinkronisasi
antara tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi dasar bagi
penelitian lanjutan yang ingin mengatasi hambatan tersebut melalui solusi
inovatif atau pendekatan baru; dan

b. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui

penguatan kanal partisipatif yang berbasis sistem informasi.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sistematis dalam
menentukan tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan di
suatu wilayah guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang
berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. hal ini sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan nasional yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan
daerah harus selaras dengan Perencanaan pembangunan nasional dan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah bersifat partisipatif, berbasis data, serta
memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nugroho (2020)
menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang baik harus
memperhatikan prinsip berkelanjutan dan inklusivitas. Dalam kajiannya Nugroho
menemukan bahwa daerah yang mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis
lingkungan dan sosial cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi
dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, perencanaan
pembangunan daerah dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan
dalam memenuhi kebutuhan ruang saat ini sambil melestarikan dan memenuhi
kebutuhan di masa depan, khususnya dalam tiga tujuan fundamental yaitu
ekonomi, lingkungan, dan sosial (Rustiadi, 2021). Perencanaan pembangunan

daerah memiliki ciri utama yang membedakan dari perencanaan lainnya.



Menurut Rustiadi (2021) berdasarkan teori perencanaan pengembangan daerah,

perencanaan daerah memiliki ciri-ciri utama di antaranya:

1. Pendekatan Komprehensif: Melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

2. Partisipasi Publik: Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan
agar kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi.

3. Keterpaduan Kebijakan: Menyelaraskan berbagai kebijakan sectoral agar
saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

4. Berbasis Data dan Informasi: Menggunakan data yang akurat dan terkini
sebagai dasar pengambilan keputusan.

5. Fleksibilitas dan Adaptibilitas: Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan

kondisi dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

2.2. Spatial Governance

Spatial governance berkembang sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan
ruang yang tidak berfokus semata pada peran pemerintah, tetapi menekankan pada
keterlibatan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan,
dan implementasi kebijakan tata ruang. Pendekatan ini muncul sebagai respons
terhadap keterbatasan model spatial government yang cenderung bersifat top-

down dan kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat.

Spatial governance dapat dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan ruang yang
melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan
pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan yang saling berinteraksi.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan,
melainkan berperan sebagai fasilitator, regulator, dan koordinator dalam proses

pembangunan wilayah.

Menurut berbagai literatur, spatial governance memiliki beberapa karakteristik
utama, yaitu:
1. Keterlibatan multi-aktor;

2. Proses pengambilan keputusan yang partisipatif;



3. Adanya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; serta

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan
efektivitas perencanaan.

Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antar

pemangku kepentingan dalam menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Spatial government pada dasarnya merujuk pada pendekatan pengelolaan ruang
yang bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi aktor utama yang memiliki
kewenangan dominan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga
implementasi kebijakan tata ruang. Pendekatan ini cenderung menempatkan
masyarakat sebagai objek kebijakan ruang partisipasi yang terbatas. Berbeda
dengan spatial governance menekankan pada pola pengelolaan ruang yang lebih
kolaboratif, partisipatif, dan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah,
masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
suatu jejaring yang saling berinteraksi. Dengan demikian, dalam konteks
penelitian ini, pendekatan yang digunakan lebih condong pada spatial
governance, mengingat fokus penelitian adalah pada evaluasi pemanfaatan
SIMTARU dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan

partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis digital.

2.3. Sistem Informasi Tata Ruang

Sistem informasi tata ruang adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi yang
digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi
terkait tata ruang dalam suatu wilayah. Sistem informasi tata ruang merupakan
sistem yang mengintegrasikan data spasial dan non-spasial guna memberikan
informasi akurat bagi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
pembangunan (Handayani et al., 2021). Sistem informasi tata ruang memiliki
peran penting dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan
ruang secara efektif dan efisien. Sistem ini memiliki tujuan sebagai alat bantu
pemerintah daerah dalam membuat keputusan berbasis data, sehingga dapat
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meningkatkan kualitas kelola ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, sistem informasi tata ruang merupakan bagian dari

infrastruktur kebijakan tata ruang yang bertujuan untuk menyediakan data yang

valid, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Lingkup pengerjaan

sistem informasi tata ruang mencakup berbagai aspek yang mendukung

pengelolaan, analisis, dan penyajian data tata ruang secara efektif. Pengerjaan

sistem informasi tata ruang melibatkan tahapan perencanaan, pengembangan,

implementasi, dan pemeliharaan sistem guna memastikan keberlanjutan dan

efektivitasnya. Lingkup pengerjaan sistem informasi tata ruang meliputi beberapa

komponen utama di antaranya:

1.

Pengumpulan dan Integrasi Data

Melibatkan pengumpulan data spasial dan non-spasial dari berbagai sumber
seperti peta, citra satelit, dan data statistik wilayah.

Pengelolaan dan Analisis Data

Menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengolah
data dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan
tata ruang (Sutrisno, 2022).

Penyusunan Kebijakan dan Regulasi

Melibatkan aspek hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan dan
pemanfaatan sistem informasi tata ruang, seperti diatur dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Teknologi

Membangun platform berbasis web atau aplikasi untuk mempermudah akses
dan penyajian data tata ruang (Mardiasmo, 2018).

Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna

Memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan guna meningkatkan
kapasitas dalam memanfaatkan sistem informasi tata ruang secara optimal
(Riyadi & Baratamakusumah, 2019).

. Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem

Melakukan monitoring berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan baik

dan memperbarui data sesuai dengan perkembangan wilayah.
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2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan

keterlibatan aktif warga dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. Menurut Arnstein

(1969), partisipasi masyarakat dapat dikategorikan dalam berbagai tingkatan,

mulai dari sekedar informasi hingga pengambilan keputusan yang berbasis

kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas

kebijakan pembangunan. Partisipasi ini juga memungkinkan masyarakat

menyampaikan aspirasi mereka sehingga perencanaan yang dibuat lebih tepat

Sasaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangunan nasional, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam

setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat yang

tinggi dalam perencanaan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan

dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat

dikategorikan ke dalam berbagai tipe dan bentuk, tergantung pada tingkat

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Terdapat beberapa tipe

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1.

Partisipasi Pasif, masyarakat hanya menerima informasi tentang perencanaan
yang telah dibuat tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan;
Partisipasi Konsultif, masyarakat dimintai pendapatnya melalui musyawarah
atau forum konsultasi, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pemerintah atau
pihak lain;

. Partisipasi Interaktif, masyarakat terlibat aktif dalam diskusi dan perencanaan

bersama pemerintah, termasuk dalam pengambilan keputusan; dan
Partisipasi Mandiri, masyarakat secara independen menginisiasi dan
mengimplementasikan program pembangunan tanpa ketergantungan pada

pemerintah
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Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan nasional, pemerintah wajib menyediakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan
efektivitas dan akuntabilitas kebijakan pembangunan. Bentuk partisipasi
masyarakat dapat juga dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Perencanaan, masyarakat berkontribusi dalam perumusan
kebijakan dan strategi pembangunan, seperti dalam Musyawarah Perencanaan
pembangunan (Musrenbang);

2. Partisipasi dalam Implementasi Program, masyarakat turut serta dalam
pelaksanaan program pembangunan seperti gotong royong dalam pembangunan
infrastruktur wilayah;

3. Partisipasi dalam Pengawasan, masyarakat berperan dalam mengawasi dan
mengevaluasi jalannya program pembangunan agar sesuai dengan rencana dan
tidak terjadi penyimpangan; dan

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil, masyarakat memanfaatkan dan

memelihara hasil pembangunan, seperti penggunaan sarana publik.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki
beberapa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu model yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkatan
partisipasi masyarakat adalah ““Tangga Partisipasi” yang dikembangkan oleh
Arnstein (1969), yang membagi partisipasi kedalam delapan tingkatan paling
rendah hingga paling tinggi. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manipulasi (Manipulation), partisipasi bersifat simbolis, di mana masyarakat
hanya diberi informasi yang terbatas tanpa keterlibatan nyata dalam proses
perencanaan.

2. Terapi (Therapy), partisipasi hanya bersifat konsultif, masyarakat “diberi
pemahaman” tetapi tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

3. Informasi (Informing), pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat
tentang program pembangunan, tetapi masyarakat tidak memiliki kesempatan
untuk memberikan masukan atau menolak kebijakan yang dibuat.
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4. Konsultasi  (Consultation), masyarakat diberikan kesempatan  untuk
menyampaikan pendapat melalui forum seperti musyawarah atau survei, tetapi
keputusan tetap dibuat oleh pemerintah.

5. Kemitraan (Partnership), masyarakat mulai dilibatkan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan secara bersama dengan pemerintah.

6. Delegasi Kekuatan (Delegated Power), masyarakat memiliki kewenangan yang
lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan.

7. Kendali Warga (Citizen Control), masyarakat memiliki kendali penuh terhadap

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

2.5. Evaluasi Sistem Informasi

Evaluasi sistem informasi merupakan proses sistematis dalam menilai kinerja,
efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu sistem informasi terhadap organisasi dan
pengguna. Evaluasi sistem informasi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem
yang diterapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pengguna serta
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi ini juga berperan dalam
mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Dalam konteks
pemerintahan, evaluasi sistem informasi juga diatur dalam Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya penilaian secara
berkala terhadap sistem informasi guna meningkatkan efektivitas layanan publik.
Penerapan sistem yang tidak dievaluasi secara berkala dapat menyebabkan
ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna dan fitur yang disediakan oleh sistem.

Evaluasi sistem informasi dilakukan menggunakan berbagai metode dan teknik
untuk menilai efektivitas dan dampak sistem terhadap pengguna dan organisasi.
Menurut Heeks (2006), evaluasi sistem informasi dapat dilakukan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif, tergantung pada tujuan evaluasi dan karakteristik sistem
yang dinilai. Adapun metode evaluasi sistem informasi di antaranya:
1. Model DelLone dan McLean (2003)

Mengukur kesuksesan sistem informasi melalui enam dimensi yaitu kualitas

informasi, kualitas layanan, pengguna, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih;
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. Technology Acceptance Model (TAM) (1989)

Mengevaluasi tingkat penerimaan teknologi berdasarkan dua faktor utama yaitu
persepsi kemudahan pengguna dan persepsi manfaat;

IT Balanced Scorecard (2001)

Menggunakan empat perspektif utama yaitu kontribusi bisnis, orientasi

pengguna, keunggulan operasional, dan inovasi teknologi;

. Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) (2012)

Menggunakan framework tata Kelola IT untuk mengevaluasi efektivitas dan
kepatuhan sistem informasi terhadap standar organisasi;

ISO/IEC 25010 (2011)

Standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas perangkat
lunak berdasarkan karakteristik seperti fungsionalitas, keandalan kegunaan, dan

efisiensi

Evaluasi sistem informasi melibatkan komponen yang menjadi indikator

keberhasilan atau kegagalan suatu sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna

dan organisasi. Komponen evaluasi sistem informasi mencakup berbagai aspek

penting yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi

terhadap tujuan organisasi. Berikut adalah komponen utama evaluasi sistem

informasi:

1.

Kualitas Sistem (System Quality), mengukur performa teknis sistem, termasuk
kecepatan, keadalan, keamanan, dan kemudahan penggunaan (usability).
Kualitas Informasi (Information Quality), menilai dukungan ketepatan,
relevansi, kelengkapan, dan keakuratan informasi yang dihasilkan oleh sistem.
Kualitas Layanan (Service Quality), mengevaluasi dukungan teknis, bantuan
pengguna, dan ketersediaan layanan dalam mendukung sistem informasi.
Pengguna Sistem (System Use), mengukur sejauh mana pengguna
memanfaatkan sistem dalam aktivitas mereka.

Kepuasan Pengguna (User Satisfaction), menilai tingkat kepuasan pengguna
terhadap sistem berdasarkan pengalaman penggunaanya.

Manfaat Bersih (Net Benefit), mengukur dampak sistem informasi terhadap
individu dan organisasi, seperti peningkatan produktivitas dan efisiensi

operasional.



2.6. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini, akan dijelaskan berbagai penelitian terdahulu yang relevan
dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tentang penggunaan
teknologi dalam perencanaan tata ruang, dan terkait keterlibatan masyarakat
dalam sistem informasi. Studi-studi sebelumnya memberikan kontribusi penting
dalam pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan untuk
mendukung perencanaan dan pengelolaan tata ruang, serta penyediaan informasi
yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah.
Penelitian-penelitian terdahulu ini mengedepankan berbagai aspek, seperti
pengembangan dan implementasi sistem informasi geografis dalam manajemen
tata ruang, dan penerapan berbagai metodologi pengembangan sistem seperti
Rational Unified Process (RUP). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan
bagaimana SIG dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan

pembangunan daerah.

15



Tabel 1. Penelitian Terdahulu
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No. Judul Penelitian Tujuan Metode Penelitian Kesimpulan
1. Evaluasi Efektivitas Mengevaluasi efektivitas aplikasi Studi kasus dengan metode kualitatif ~ Aplikasi e-musrenbang berbasis geospasial efektif
Pemanfaatan Aplikasi E- e-musrenbang berbasis dan kuantitatif dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam

Musrenbang Berbasis
Leospasidl adlain
Meninakatkan Pertisipasi
Masyarakat (Mashudi, 2024)

geospasial dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat

perencanaan pempangunan daeran

2. Perencanaan Pembanguanan Mengkaji perencanaan Studi kasus dengan pendekatan Perencanaan pembangunan partisipatif dalam
Partisipatif dalam Penataan pembangunan partisipatif dalam  kualitatif penataan ruang kawasan pesisir efektif
Ruang Kawasan Pesisir penataan ruang kawasan pesisir meningkatkan kesadaran dan partisipatif
(Kusriyaningsih, 2019) masyarakat

3. Evaluasi Partisipasi Mengevaluasi partisipasi Studi kasus dengan pendekatan Partisipasi masyarakat dalam penyusunan tata
Masyarakat dalam masyarakat dalam penyusunan  kualitatif ruang wilayah masih terbatas, perlu meningkatkan
Penyusunan Rencana Tata rencana tata ruang wilayan keterlibatan melalui sistem informasi yang efektif
Ruang Wilayah (Hanum,

2019)

4. Konsep Sistem Informasi Tata Membahas konsep sistem Studi literatur dan analisis Sistem informasi rencana tata ruang wilayah berbasis
Ruang Wilayah untuk informasi rencana tata ruang konseptual GIS dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
Kabupaten/Kota di Indonesia  wilayah untuk tingkat dalam perencanaan tata ruang
(Buchori, 2011) kabupaten/kota di Indonesia

5 Pembangunan Sistem Mengembangkan sistem informasi ~ Pengembangan sistem Sistem informasi tata ruang dan geoportal terintegrasi

Informasi Tata Ruang dan
Geoportal yang Terintegrasi
(Rosyadi, 2021)

tata ruang dan geoportal informasi berbasis web dan
terintegrasi untuk mendukung GIS
perencanaan pembangunan daerah

dapat meningkatkan aksesibilitas data dan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan
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6 Partisipasi Masyarakat dalam ~ Mendeskripsikan partisipasi Metode kualitatif deskriptif Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan
Perencanaan Pembangunan di  masyarakat dalam perencanaan dengan observasi, pembangunan di Desa Makmur masih relatif rendah
Desa Makmur Kecamatan pembangunan di Desa Makmur wawancara, dan
Palolo Kabupaten Sigi (Afifak dokumentasi
etal., 2024)

7 Partisipasi Masyarakat dalam ~ Mengetahui partisipasi Metode kualitatif deskriptof Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
Perencanaan pembangunan masyarakat dalam perencanaan dengan wawancara, pembangunan di Desa Nusa Maju Cukup tinggi
Desa Nusa Maju Kecamatan ~ dan pembangunan di Desa Nusa observasi, dan dokumentasi
Belitang 111 Kabupaten Ogan ~ Maju
Komering Ulu Timur Provinsi
Sumatera Selatan (Hariyanto,

2024)

8 Partisipasi Masyarakat dalam ~ Mendeskripsikan partisipasi Metode kualitatif deskriptif Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
Perencanaan Pembangunan masyarakat dalam perencanaan dengan observasi, pembangunan di Desa Akomi sudah baik
Desa Akomi Kecamatan pembangunan di Desa Akomi wawancara, dan
Miomaffo Tengah Kabupaten dokumentasi
Timor Tengah Utara (Tnines,

2024)

9 Analisis Partisipasi Masyarakat Mengetahui partisipasi Metode kualitatif deskriptif Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa
dalam Pembangunan Desa masyarakat dalam pembangunan dengan wawancara, Sidorejo masih kurang optimal
Sidorejo Kecamatan Sawahan  di Desa Sidorejo observasi, dan dokumentasi
Kabupaten Nganjuk (Marlita
2020)

10 Partisipasi Masyarakat dalam  Mengetahui partisipasi Metode kualitatif deskriptif Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Perencanaan Pembangunan
Desa Kandui: Faktor Pengaruh
dan Tantangan (Ginting, 2024)

masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di Desa Kandui

dengan wawancara,
observasi, dan dokumentasi

pembangunan di Desa Kandui sudah baik
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11 Urgensi Sistem Informasi Tata Meneliti urgensi SIMTARU Pendekatan kualitatif SIMTARU penting untuk pengendalian pemanfaatan
Ruang (SIMTARU) sebagai dalam pengendalian pemanfaatan dengan metode deskriptif ruang dan pengendalian Keputusan berbasis data
Instrumen Pendukung ruang di Kota Magelang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang di Kota Magelang
(Ameyria, 2019)

12 Konsep Sistem Informasi Membahas konsep Sistem studi literatur dan analisis SIRTPW berbasis GIS dapat meningkatkan
Rencana Tata Ruang Wilayah  Informasi Rencana Tata Ruang konseptual partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang
untuk Kabupaten/Kota di Wilayah (SIRTPW) untuk tingkat
Indonesia (Buchori, 2011) kabupaten/kota di Indonesia

13 Sistem Informasi Geografis Mengkaji penerapan SIG dalam studi literatur dan analisis SIG memungkinkan integrasi data geografis untuk
untuk Tata Ruang (Tetelepta,  perencanaan dan kebijakan tata kasus perencanaan tata ruang yang lebih efektif
2024) ruang

14  Sistem Informasi Pemetaan Mengembangkan sistem informasi ~ Pengembangan perangkat sistem berbasis web memudahkan akses dan
Tata Ruang Kota-Kabupaten pemetaan tata ruang berbasis web lunak berbasis web distribusi informasi tata ruang kepada publik
dalam Bentuk Peta Grafis untuk kota dan kabupaten
Berbasis Web (Sumirat, 2014)

15 Implementasi Sistem Informasi Menganalisis pengaruh SKALA Metode kuantitatif dengan SKALA meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

Tata Ruang Kabupaten
Lamongan (SKALA) dalam
Meningkatkan Pelayanan
Publik dan Tingkat Kepuasan
Masyarakat (Ariefin et al.,
2024)

terhadap pelayanan publik dan
kepuasan masyarakat di
Kabupaten Lamongan

analisis SPSS

kepuasan masyarakat

Sumber: Hasil Olah Pustaka, 2026
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2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang dirumuskan berdasarkan
landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, yang kebenarannya akan dibuktikan
melalui pengujian empiris. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis disusun untuk
menjelaskan hubungan antara pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang
(SIMTARU) Provinsi Lampung dengan tingkat partisipasi publik dalam

perencanaan pembangunan daerah berbasis digital.

Berdasarkan teori partisipasi publik dan konsep e-government, pemanfaatan
sistem informasi digital diyakini mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat
apabila sistem tersebut mudah digunakan, menyediakan informasi berkualitas,
mudah diakses, serta didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
sistem digital pemerintah. Kemudahan penggunaan sistem diperkiraan akan
mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan platform digital karena
proses akses dan navigasi yang sederhana mengurangi hambatan teknis dalam

berpartisipasi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam konteks pemanfaatan
Sistem Informasi Tata Ruang, diduga bahwa kemudahan penggunanaan sistem,
kualitas informasi yang disajikan, tingkat aksesibilitas, serta kepercayaan
masyarakat terhadap sistem digital pemerintah berpengaruh positif terhadap
partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis digital.
semakin baik pemanfaatan SIMTARU, semakin tinggi tingkat keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. dugaan ini

selanjutnya akan diuji secara empiris melalui analisis data penelitian.

Secara keseluruhan, pemanfaatan SIMTARU Provinsi Lampung diduga
berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan
pembangunan daerah berbasis digital. semakin optimal pemanfaatan sistem
informasi tersebut, semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah. Dugaan ini selanjutnya akan diuji melalui data

empiris sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.
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2.8. Kerangka Pemikiran

Perencanaan tata ruang yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat agar
pembangunan daerah berjalan inklusif dan berkelanjutan. Di Provinsi Lampung,
SIMTARU dikembangkan sebagai platform digital untuk mendukung transparansi
dan partisipasi publik. Secara konseptual, SIMTARU dirancang untuk
meningkatkan akses data spasial dan mendorong keterlibatan masyarakat, Namun
implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis, social, dan
kelembagaan, sehingga belum optimal dalam mencapai tujuan dari SIMTARU.

Berdasarkan GAP tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
efektivitas SIMTARU dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat,
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, dan
menyusun rekomendasi pengembangan SIMTARU yang lebih partisipatif.
Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama antara lain perencanaan pembangunan
daerah, partisipasi masyarakat, dan peran SIMTARU sebagai media transparansi
informasi tata ruang. Metodologi yang digunakan meliputi analisis deskriptif,
analisis SWOT, dan analisis QSPM untuk menghasilkan strategi perbaikan

SIMTARU dalam mendorong partisipasi masyarakat secara optimal.

Berikut merupakan kerangka pemikiran terkait evaluasi dan strategi Sistem
Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dalam perencanaan pembangunan daerah di

Provinsi Lampung.



Persncanasn  tata  mang yang  efektif
membutubkan  keterlibatan masyarakat 2gar
pembangunan  dasrah  dapat berjalan secara
inklusif dan berkelanjutan. D Pravinsi Lampung,
Sistemn Informasi Tata Fuoang (SIMTARL)
dikembangkan sebazai platform digital ontuk
mendukung transparansi dan partisipasi publik
dalam prozes perencanzan pembansunan dzerah.

Fumusan Masalah

Dalam teori, Sistem Informasi Tata Fuang
(SIMTART) dirancang sebagai alat yang
mendukung transparansi, aksesibilitas data
spasial, serta keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanzan pambapgunan daerah.

Becara empiris, implementasi Sistern Informasi
Tata Fuang (SIMTARLY di Provinsi Lampung
mazih menghadapi berbazal kendalza vang
menghambar keterlibatan masyarzkat secara
optimal dzlam perencazan pembansuonan dzerah.

Dari (FAP ini, terlihat bahwa meskipun zacara konsep SIMTARL memiliki potensi besar dalam meningkatican
keterlibatan mazyarakat, realitas di lapangan menunjukikan bahwa terdzpat beberapa faktor telmis, sosial, dan
kelembzgaan vang menjadi hambatan utama dalam mencapai mjuan tersebut.

It-ul

dzlam penggunazn SIMTARLY

[

1. Mengevaluaszi sejaub mana SIMTAFRTT telah mampn meninghkatkan keterlibatan mazyarakat
dalam perencanzan pembangunan di Provinsi Lampung
MMengidentifilasi berbagai faktor vang dapat mempengambi tingheat partizipasi masyarakat

MMenyusun rekomendasi terkait perbaikan dan pengembangan SIMTARL dalam mendorong
partisipa:i masvarakat pada perencanazn pembangunan daarah

Tmjanan Pustaka

Perancanazn  pembangunan
dasrah  mempakan  suam
prozes  sistematis dalam
menenkan zrzh
pembangunan suatu wilayzh
agar selaras dengzan
kebijakan nasional zerta
kebutuhan lokal

Partizipasi mazyarakat Siztemn  Informaszi  Tata
dalam PErSnCanazn Fuoang (SIMTAFL) adalzh
pembangunan daerah platform digital  vang
merupakan keterlibatan aktif dipunzkan untuk mengolah,
Warga dalam PIOZes menyajikan, dan
pETUImISEn kebijakan, menysbarkan informasi
perencanzan, pelaksanzan terkat tata ruamg Secara
hingza evaluasi tranzparan.

Metodelog

| Analisis Fegresi Talar

Unmk mengevaluasi sejauh manz SIMTAERT telah mampn
meninskatican keterlibatan masvarakat
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| Analisis SWOT Unmk mengidentifikasi berbagai faktor vyang dapat
mempeanzaruhi partizipasi masyarakat
| Analisis QSPM }_ Unmk meryusun rekomendasi terkait perbaikan dan pengambanzan

EIMTARL dalam mendorong partisipasi masyarakat

Gambar 1. Kerangka Pemikiran




I11. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur fenomena
yang diteliti agar dapat dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini variabel-
variabel yang digunakan disusun untuk mengevaluasi sejauh mana Sistem
Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung berkontribusi dalam
meningkatkan partisipasi publik pada perencanaan pembangunan daerah. variabel
dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 variabel yaitu variabel independen (X) yang
terdiri daritiga komponen utama yang merepresentasikan faktor-faktor evaluative
terhadap sistem informasi tata ruang yaitu kualitas sistem (X1), kualitas informasi
(X2), dan dukungan kelembagaan (X3). selain itu terdapat variabel mediasi (M)
yaitu pemanfaatan SIMTARU dan variabel dependen () yaitu partisipasi publik.

X1

Kualitas Sistem

X2 m Y
Kualitas Pemanfaatan, Partisipasi
Informasi SIMTARU Publik

Gambar 2. Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel menjelaskan bagaimana masing-masing variabel
didefinisikan dalam penelitian serta bagaimana indikatornya diukur di lapangan
melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Penjabaran ini bertujuan untuk

memastikan kejelasan konsep, ketepatan alat ukur, dan konsistensi penelitian.
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Definisi operasional disesuaikan dengan judul penelitian yaitu: “Partisipasi Publik
dalam Perencanaan pembangunan daerah Berbasis Digital: Evaluasi terhadap
Pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung”.
Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:
1. Kualitas Sistem (X1)
Kualitas sistem merupakan tingkatan sejauh mana sistem informasi SIMTARU
memiliki Kinerja teknis yang baik, mudah digunakan, reliabel, dan mampu
memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses serta memanfaatkan data
tata ruang. Dengan indikator penilaian sebagai berikut:
a. Kemudahan penggunaan sistem (user friendly)
b. Kecepatan dan stabilitas sistem saat diakses
c. Keandalan sistem dalam menampilkan data secara konsisten
d. Keamanan data dan perlindungan akses pengguna
e. Desain antarmuka yang mudah dipahami
2. Kualitas Informasi (X2)
Kualitas informasi adalah sejauh mana informasi yang disediakan oleh
SIMTARU memiliki akurasi, kelengkapan, relevansi, dan kemutakhiran untuk
mendukung pengambilan keputusan tata ruang. Dengan indikator penilaian
sebagai berikut:
a. Akurasi dan ketepatan data spasial dan non-spasial
b. Kelengkapan informasi yang tersedia
c. Keterbaruan (up to date) data tata ruang
d. Relevansi informasi dengan kebutuhan pengguna
e. Kejelasan dan kemudahan dipahami
3. Dukungan Kelembagaan (X3)
Dukungan kelembagaan adalah tingkat komitmen, koordinasi, dan kebijakan
dari Lembaga pemerintah daerah dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan
SIMTARU secara optimal. Dengan indikator penilaian sebagai berikut:
a. Komitmen pimpinan dan kebijakan mendukung penggunaan SIMTARU
b. Ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur)

c. Koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan data dan tata ruang

o

Dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengguna
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e. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem
4. Pemanfaatan SIMTARU (M)

Pemanfaatan SIMTARU merupakan tingkat intensitas dan cara masyarakat serta
instansi menggunakan sistem informasi tata ruang untuk memperoleh informasi,
melakukan konsultasi publik, atau mengambil keputusan terkait pemanfaatan
ruang. Dengan indikator penilaian sebagai berikut:

a. Frekuensi penggunaan SIMTARU

b. Kemudahan dalam mengakses dan menelusuri peta atau data

c. Pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan

d. Partisipasi pengguna dalam memberikan masukan melalui sistem

e. Kepuasan pengguna terhadap fungsi SIMTARU

5. Partisipasi Publik (Y)

Partisipasi publik adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang melalui pemanfaatan
teknologi informasi seperti SIMTARU. Dengan indikator penilaian sebagai
berikut:

a. Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi perencanaan ruang

b. Akses dan penggunaan informasi tata ruang oleh masyarakat

c. Frekuensi pemberian saran/masukan publik melalui sistem

d. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab ruang

e. Kepuasan masyarakat terhadap proses partisipasi.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti
untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
yang komprehensif mengenai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan
SIMTARU dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada perencanaan
pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Data yang dikumpulkan mencakup
data primer dan sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:
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3.2.1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah proses mengumpulkan informasi secara
langsung dari sumber utama, yaitu individu, kelompok, atau objek yang menjadi
subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui berbagai metode yang dirancang
untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data ini bersifat
orisinal dan pertama kali dikumpulkan sehingga lebih akurat dan sesuai dengan
konteks penelitian yang sedang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti pengguna SIMTARU,
pejabat pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan teknik
sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini untuk memperoleh Gambaran secara langsung
mengenai kondisi nyata pemanfaatan SIMTARU di Provinsi Lampung.
Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis
terhadap penggunaan sistem, interaksi pengguna dengan platform
SIMTARU, serta kondisi infrastruktur pendukung yang tersedia di

lingkungan instansi terkait.

b. Kuesioner
Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang
digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi secara
langsung dari responden terkait persepsi, pengalaman, serta tingkat
pemanfaatan SIMTARU dalam proses perencanaan pembangunan daerah di
Provinsi Lampung. Instrumen kuesioner disusun secara terstruktur dengan
menggunakan Skala Likert untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat,
pemanfaatan teknologi digital, serta efektivitas SIMTARU.

Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria
tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah responden kuesioner

dalam penelitian ini sebanyak 55 orang. Penentuan jumlah tersebut
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didasarkan pada pertimbangan metodologis dalam analisis Structural
Equation Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS). Dalam metode SEM-
PLS, jumlah sampel yang disarankan umumnya berada pada kisaran 50-100
responden, tergantung pada kompleksitas model penelitian dan jumlah
indikator yang digunakan. Selain itu, jumlah responden juga
mempertimbangkan keterwakilan pemangku kepentingan yang terlibat
dalam implementasi SIMTARU agar data yang diperoleh mampu

menggambarkan kondisi empiris secara lebih komprehensif.

. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data primer yang
digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi secara
komprehensif dan mendalam terkait implementasi serta pemanfaatan
SIMTARU di Provinsi Lampung. Teknik ini digunakan untuk menggali
persepsi, pengalaman, serta pandangan para pemangku kepentingan
(stakeholder) terhadap efektivitas sistem, kendala yang dihadapi, serta
peluang pengembangan SIMTARU dalam mendukung partisipasi publik
pada perencanaan pembangunan daerah. Pemilihan informan dalam
wawancara dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa
pihak tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan
langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan SIMTARU. Pendekatan
ini dipilih karena wawancara mendalam membutuhkan informan yang
mampu memberikan informasi yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan

kebutuhan analisis penelitian.
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Tabel 2. Narasumber Penelitian

Teknik
No Pertimbangan Narasumber Pengumpulan Jumlah
Data

1  Masyarakat yang Pengguna umum di Provinsi Kuesioner 55
pernah mengakses Lampung
SIMTARU

2 Perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Wawancara 1
sebagai penanggung  Permukiman dan Cipta Karya
jawab dan Provinsi Lampung
implementasi
SIMTARU

3 Akademisi yang Akademisi dan praktisi Wawancara 1
memiliki keahlian perencanaan wilayah
dalam perencanaan
wilayah

4 Pengelola teknis Operator Sistem Wawancara 1
SIMTARU

5  Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Wawancara 1
yang mendukung Informatika Provinsi
infrastruktur dan Lampung
pengelolaan

6  Pengguna langsung Pengguna SIMTARU Wawancara 1
SIMTARU

Jumlan 60

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2026

3.2.2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah proses pengumpulan informasi atau data yang
telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan yang
berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder tersedia dalam
bentuk laporan, publikasi, database, atau hasil penelitian yang telah
dipublikasikan. Pengumpulan data sekunder seringkali dilakukan untuk
memperoleh informasi yang lebih luas, menghemat waktu, dan mengurangi biaya
yang diperlukan dalam pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data

sekunder dalam penelitian ini meliputi:
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a. Studi Dokumen, studi dokumen dilakukan untuk memahami konteks kebijakan
yang melandasi implementasi Sistem Informasi Tata Ruang. Studi dokumen
yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), laporan tahunan, dan
dokumen evaluasi SIMTARU, serta kebijakan dan regulasi terkait tata ruang dan
perencanaan serta pembangunan daerah.

b. Analisis Data SIMTARU, dilakukan untuk memberikan wawasan tentang
kinerja aktual Sistem Informasi Tata Ruang. Data yang dianalisis dalam
penelitian ini meliputi statistik pengguna fitur SIMTARU, data spasial yang
dihasilkan oleh SIMTARU, dan laporan teknis tentang pembaruan sistem dan

infrastruktur.
Tabel 3. Kebutuhan Data Sekunder
No Data Sumber Data Kegunaan dalam
Penelitian

1 Laporan evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Menilai kualitas dan

SIMTARU Permukiman dan Cipta Karya  efektivitas pelayanan publik
Provinsi Lampung berbasis SIMTARU

2 Dokumentasi sosialisasi/  Dinas Perumahan, Kawasan Melihat upaya Pemda dalam
pelatihan SIMTARU Permukiman dan Cipta Karya mengedukasi publik
kepada masyarakat Provinsi Lampung

3 Data penggunaan Admin Sistem Informasi Tata Menganalisis sejauh mana
SIMTARU (statistik Ruang (SIMTARU) SIMTARU digunakan
akses, pengguna, jenis masyarakat
layanan)

4 Data capaian partisipasi ~ Pemerintah Kabupaten/Kota Mengukur kontribusi
publik dalam penyusunan SIMTARU dalam
perencanaan daerah meningkatkan partisipasi

publik

5 dokumen RTRW/RDTR  Pemerintah Kabupaten/Kota Melihat integrasi data
terbaru SIMTARU dalam dokumen

perencanaan wilayah

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2026




29

3.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara
empiris dengan penelitian mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang
(SIMTARU) Provinsi Lampung terhadap partisipasi publik dalam perencanaan
pembangunan daerah berbasis digital. Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini
dilakukan melalui pendekatan ekonometrika dengan menggunakan model regresi
sebagai dasar analisis hubungan antar variabel penelitian. Pendekatan ini
digunakan untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi
Tata Ruang (SIMTARU) terhadap partisipasi publik dalam perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Secara
ekonometrika. Hubungan antarvariabel dirumuskan dalam bentuk persamaan

struktural sebagai berikut:

Model 1 (Pengaruh Variabel X terhadap Pemanfaatan SIMTARU):
M=a+ p1X1+ f2X2 + f3X3 +¢&
Keterangan:

M : Pemanfaatan SIMTARU

a : Konstanta (nilai M Ketika seluruh variable X bernilai nol)

Bl : Kaoefisien pengaruh kualitas sistem terhadap pemanfaatan SIMTARU

B2 : Koefisien pengaruh kualitas informasi terhadap pemanfaatan SIMTARU

B3 : Kaoefisien pengaruh dukungan kelembagaan terhadap pemanfaatan SIMTARU
X1 : Kualitas sistem

X2 : Kualitas informasi

X3 : Dukungan kelembagaan

€ . Error term

Model 2 (Pengaruh Variabel X dan M terhadap Partisipasi Publik):

Y = a + BIXL + f2X2 + B3X3 + fAM + ¢
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Keterangan:

Y Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah

o Konstanta

B1 Koefisien pengaruh kualitas sistem terhadap partisipasi publik

B2 Koefisien pengaruh kualitas informasi terhadap partisipasi publik

B3 Koefisien pengaruh dukungan kelembagaan terhadap partisipasi publik
M Pemanfaatan SIMTARU

X1 Kualitas sistem

X2 Kualitas informasi

X3 Dukungan kelembagaan

€

Error term

Berdasarkan model diatas maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini

dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan

dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji secara

empiris melalui analisis statistik. Dalam penelitian ini, hipotesis disusun untuk

menguji pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan kelembagaan

terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU), serta pengaruh

variabel-variabel tersebut terhadap partisipasi publik dalam perencanaan

pembangunan daerah.

- H1

-H2

-H3

- H4

-H5

- H6

-H7

X1—>M  Kualitas sistem berpengaruh terhadap pemanfaatan SIMTARU

X2 —>M  Kualitas informasi berpengaruh terhadap pemanfaatan SIMTARU
X3—>M Dukungan kelembagaan berpengaruh terhadap pemanfaatan SIMTARU
M—-Y Pemanfaatan SIMTARU berpengaruh terhadap partisipasi publik
X1—Y  Kualitas sistem berpengaruh terhadap partisipasi publik

X2—Y  Kualitas informasi berpengaruh terhadap partisapasi publik

X3 =Y Dukungan kelembagaan berpengaruh terhadap partisipasi publik

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara

kualitas sistem, kualitas informasi, dukungan kelembagaan, pemanfataan

SIMTARU dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah.
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Hipotesis H1, H2, H3 bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor kualitas
sistem, informasi dan dukungan kelembagaan terhadap tingkat pemanfaatan
SIMTARU oleh pengguna. Hipotesis H4 menguji peran pemanfaatan SIMTARU
dalam mendorong peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan
pembangunan daerah. Sementara itu, hipotesis H5, H6, dan H7 digunakan untuk
menguji pengaruh langsung kualitas sistem, informasi, dan dukungan
kelembagaan terhadap partisipasi publik. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan
menggunakan analisis regresi jalur untuk mengetahui arah dan kekuatan

hubungan antar variable penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengolah, menafsirkan,
dan memahami data agar dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan
berguna dalam pengambilan keputusan. Analisis data melibatkan berbagai metode
yang bergantung pada jenis data, tujuan penelitian, serta pendekatan yang
digunakan oleh peneliti. Teknik analisis data adalah suatu cara atau metode yang
digunakan peneliti untuk mengolah, mengorganisir, menafsirkan, dan menarik
Kesimpulan dari data yang dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah

dan tujuan penelitian.

3.4.1. Analisis Regresi Jalur

Analisis regresi jalur (path analysis) digunakan dalam penelitian ini untuk
menjawab tujuan pertama, yaitu mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi
Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung. Teknik analisis ini dipilih karena
mampu menjelaskan hubungan kausal secara simultan antara variabel independen,
variabel intervening, dan variabel dependen dalam satu model struktural yang
utuh. Path analysis memungkinkan penelitian ini untuk mengukur pengaruh
langsung (direct effect) maupun tidak langsung (indirect effect) dari variabel-

variabel penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih
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komprehensif mengenai mekanisme bagaimana pemanfaatan SIMTARU

memengaruhi partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini, variabel yang diuji meliputi: (1) kualitas sistem (X1),
kualitas informasi (X2), dan dukungan kelembagaan (X3) sebagai variabel
independen; (2) pemanfaatan SIMTARU (M) sebagai variabel mediasi; serta (3)
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan () sebagai variabel
dependen. Model regresi jalur disusun untuk mengetahui sejauh mana kualitas
sistem, kualitas informasi, dan dukungan kelembagaan memengaruhi pemanfaatan
SIMTARU, serta bagaimana pemanfaatan tersebut berkontribusi terhadap
peningkatan partisipasi masyarakat. Sebelum dilakukan pengujian jalur, seluruh
instrumen penelitian telah melalui proses uji validitas dan reliabilitas agar
memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi persyaratan analisis lanjutan.
Selanjutnya, model dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik, dan
koefisien jalur dihitung untuk menentukan signifikansi serta arah pengaruh antar

variabel.

Uji validitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir
pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan
sesuai dengan konsep yang diteliti, instrumen yang valid menunjukkan bahwa
item pertanyaan benar-benar merepresentasikan konstruk teoritis yang diukur,
sehingga data yang dihasilkan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pada
penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap instrumen yang digunakan untuk
mengukur variabel Kualitas Sistem (X1), Kualitas Informasi (X2), Dukungan
Kelembagaan (X3), Pemanfaatan SIMTARU (M), dan Partisipasi Publik (). Uji
validitas dilakukan menggunakan uji validitas konstruk (construct validity)
melalui teknik korelasi Pearson Product Moment, Pearson Product Moment yaitu
dengan mengorelasi skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel.

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik.

Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan
kestabilan alat ukur dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang reliabel

akan memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten apabila digunakan pada
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waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan
menggunakan koefisien Cronbac/ s Alpa, yang mengukur konsistensi internal
antar item dalamA= satu variabel. Perhitungan dilakukan dengan bantuan
perangkat lunak.

3.4.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah salah satu metode strategis yang digunakan untuk
mengevaluasi kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang
(Opportunities), dan Ancaman (Threats) dalam sebuah organisasi, proyek, atau
individu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif
terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu inisiatif. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert
Humphrey pada tahun 1960-an dalam sebuah proyek penelitian di Stanford
University yang berfokus pada perencanaan strategis perusahaan. Hingga kini,
analisis SWOT tetap relevan dan sering digunakan di berbagai bidang, termasuk
bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. Menurut Gurel dan Tat (2017),
analisis SWOT adalah alat yang sederhana namun efektif untuk mengidentifikasi
posisi strategis suatu organisasi dalam lingkungan yang dinamis. Teknik ini
menggabungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal
(peluang dan ancaman) untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan. Analisis SWOT adalah alat yang fleksibel dan bermanfaat untuk
membantu organisasi atau individu memahami situasi mereka dan merancang
strategi yang efektif. Dengan mengintegrasikan kekuatan, mengatasi kelemahan,
memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Analisis ini menjadi bagian

integral dari proses perencanaan strategis.

Dalam penelitian ini analisis SWOT digunakan dalam rangka mengidentifikasi
berbagai faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam
penggunaan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU). Analisis ini digunakan
untuk memetakan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
keterlibatan masyarakat. Faktor internal mencakup keunggulan (strengths) dan
kelemahan (Weaknesses) yang melekat pada sistem SIMTARU itu sendiri, seperti
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antarmuka pengguna, aksesibilitas dan mekanisme interaksi. Sementara itu faktor
eksternal mencakup peluang (opportunities) dan tantangan/ancaman (threats),
seperti dukungan regulasi, partisipasi kelembagaan, serta tingkat literasi digital
masyarakat. Melalui analisis SWOT ini, digunakan untuk menjawab tujuan
penelitian yang kedua yaitu untuk pemetaan yang komprehensif terhadap faktor-
faktor utama yang memengaruhi keberhasilan SIMTARU dalam mendorong
partisipasi masyarakat. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam

merumuskan strategi penguatan sistem yang lebih partisipatif dan inklusif.

Analisis SWOT memiliki komponen di antaranya Kekuatan (Strengts)
mencakup aspek positif internal yang dimiliki oleh organisasi atau individu
yang dapat memberikan keunggulan kompetitif, Kelemahan (Weakness) adalah
faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau menurunkan
efektivitas, Peluang (Opportunities) merupakan faktor eksternal yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan organisasi, dan Ancaman
(Threats) adalah faktor eksternal yang berpotensi merugikan organisasi/
program. Proses dalam analisis evaluasi dan penyusunan strategi untuk
meningkatkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dalam perencanaan
pembangunan daerah provinsi lampung dengan menggunakan metode SWOT
ini dilakukan beberapa tahapan menggunakan bantuan matriks evaluasi internal
dan eksternal. Tahapan dalam menganalisis tabel matriks evaluasi internal dan
eksternal dalam metode SWOT vyaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Tahap pertama adalah mengumpulkan data terkait faktor internal dan
eksternal. Data ini dapat diperoleh melalui survei, observasi, atau studi
literatur
2. ldentifikasi Faktor SWOT
Setelah data dikumpulkan, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi
faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Faktor-faktor

dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal.



3. Evaluasi dan Prioritas
Faktor-faktor yang diidentifikasi kemudian dievaluasi berdasarkan tingkat
signifikansi dan dampaknya terhadap organisasi. Langkah ini membantu
dalam menentukan fokus strategi

4. Formulasi dan Strategis
Berdasarkan hasil analisis, strategi dirumuskan dengan mengintegrasikan

kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan kondisi kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Sistem Informasi Tata Ruang
(SIMTARU) dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung

dapat disusun strategi pengambangan SIMTARU yaitu:

1. Strategi Strength-Opportunities (SO) adalah strategi yang memanfaatkan
kekuatan internal organisasi untuk mengambil atau memaksimalkan peluang
eksternal. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat posisi organisasi dengan

mengoptimalkan sinergi antara kekuatan dan peluang.

2. Strategi Weakness-Opportinitie (WO) adalah strategi yang berfokus pada
upaya mengatasi kelemahan internal organisasi dengan memanfaatkan
peluang eksternal yang tersedia. Tujuan dari strategi ini adalah untuk
mengurangi kekurangan yang ada sambil memanfaatkan kesempatan yang
dapat membantu perbaikan atau pengembangan organisasi.

3. Strategi Strength-Threats (ST) adalah strategi yang bertujuan untuk
memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk mengatasi atau
menghindari ancaman eksternal yang dapat menghambat keberhasilan atau

perkembangan organisasi.

4. Strategi Weakness-Threats (WT) adalah strategi yang bertujuan untuk
mengurangi kelemahan internal organisasi dan menghindari atau mengatasi
ancaman eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan organisasi.
Tujuannya dalah untuk meminimalkan risiko dampak negatif yang mungkin

terjadi akibat kombinasi kelemahan internal dan ancaman eksternal.
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3.4.3. Analisis QSPM

Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) adalah salah satu alat
analisis dalam perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan
memilih alternatif strategi terbaik berdasarkan faktor internal dan eksternal
yang telah dianalisis sebelumnya, seperti yang dilakukan dalam analisis
SWOT. Tujuan dari QSPM adalah untuk memberikan bobot kuantitatif
terhadap faktor-faktor yang ada dalam analisis SWOT, sehingga strategi yang
dipilih berdasarkan QSPM memiliki dasar yang lebih objektif dan terukur.
Metode ini memberikan Gambaran tentang prioritas strategi yang harus
diterapkan berdasarkan data yang lebih terstruktur dan terukur. QSPM
(Quantitative Strategic Planning Matrix) adalah alat yang memungkinkan
penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif,
berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting internal dan eksternal yang
diidentifikasi sebelumnya (David & David, 2017). Pemerintah harus dapat
mengambil keputusan tentang strategi terbaik dan paling cocok yang mereka
miliki untuk diterapkan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi
yaitu setelah melalui tahap input dan pencocokan. Salah satu dari keistimewaan
dari QSPM adalah bahwa rangkaian- rangkaian strateginya dapat diamati
secara berurutan atau bersamaan. QSPM digunakan setelah analisis SWOT
untuk mengidentifikasi dan memilih strategi yang paling tepat bagi organisasi
dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang
telah dievaluasi secara kualitatif sebelumnya. QSPM memiliki tujuan utama
yaitu menyusun strategi yang paling efektif dengan menggunakan faktor-faktor
yang ada dalam analisis SWOT, memberikan penilaian objektif terhadap
strategi-strategi yang diusulkan berdasarkan faktor internal dan eksternal, dan
membantu pengambil Keputusan dalam memilih strategi yang memberikan
dampak paling signifikan terhadap keberhasilan organisasi. QSPM terdiri dari
beberapa elemen penting yang memungkinkan penilaian objektif terhadap

strategi yang berbeda. Komponen utama QSPM meliputi:
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1. Faktor Internal dan Eksternal, faktor ini merupakan hasil dari analisis
SWOT yang telah dilakukan sebelumnya yaitu kekuatan dan kelemahan
organisasi (faktor internal) serta peluang dan ancaman yang dihadapi
(faktor eksternal). Setiap faktor ini kemudian akan diberikan skor
terhadap keberhasilan strategi.

2. Bobot Faktor (Weight), bobot digunakan untuk menunjukkan pentingnya
setiap faktor yang teridentifikasi dalam analisis SWOT. Bobot ini
diberikan berdasarkan penilaian subjektif dan relevansi faktor terhadap
tujuan strategis organisasi. Bobot biasanya diberikan dalam skala O hingga
1, di mana 1 faktor sangat penting, sementara 0 faktor tidak relevan.

3. Daya Tarik Strategi (Attractiveness Score), untuk setiap strategi yang
diusulkan, daya tarik atau kelayakan strategi diberikan skor berdasarkan
seberapa besar pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap
keberhasilan strategi tersebut. Skor ini juga diberikan dalam skala 1 hingga
4, di mana 1 menunjukkan dampak rendah dan 4 dampak sangat tinggi.

4. Total Skor (Total Attractiveness Score), setelah bobot dan daya tarik
strategi diberikan, total skor dapat dihitung dengan mengalikan bobot
faktor dengan daya tarik strategi. Total skor ini menunjukkan prioritas
strategi, dengan strategi yang memiliki total skor tertinggi strategi terbaik.

Dalam rangka menyusun rekomendasi strategi untuk perbaikan dan
pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) agar lebih efektif
dalam mendorong partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan
daerah di Provinsi Lampung, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis
strategis dengan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).
Proses penyusunan dimulai dengan analisis SWOT terhadap SIMTARU, yang
diperoleh dari hasil survei, wawancara, kuesioner, dan kajian dokumen
kebijakan serta laporan evaluasi. Faktor-faktor SWOT tersebut kemudian
dirumuskan dalam bentuk strategi alternatif. Setiap strategi alternatif kemudian
dievaluasi melalui penilaian matriks QSPM, dengan cara memberikan nilai
Attractiveness Scores (AS) terhadap setiap strategi, berdasarkan Total
Attractiveness Score (TAS) yang menunjukkan tingkat kelayakan dan urgensi

strategi tersebut untuk diimplementasikan.
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IV.GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Profil Provinsi Lampung

Secara geografis, Provinsi Lampung berada di antara 5°45” — 3°45” Lintang
Selatan dan 103°40° — 105°50” Bujur Timur. Posisi ini menempatkan Provinsi
Lampung di wilayah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan
musim kemarau, dengan karakteristik iklim yang cenderung panas dan lembab
sepanjang tahun. Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sekitar 35.376,50 km2,
yang terdiri dari wilayah daratan yang cukup luas dan juga memiliki garis pantai
yang panjang di sisi timur dan barat. Letaknya di sepanjang jalur pesisir dan
pegunungan juga memengaruhi topogragi dan pola permukiman penduduk.
Wilayah Provinsi Lampung berbatasan langsung dengan:

» Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
= Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
= Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda

« Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Secara administratif, Provinsi Lampung terbagi menjadi 15 daerah otonom, yang
terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten dan kota ini selanjutnya terbagi
menjadi kecamatan, kelurahan, dan desa. Struktur administratif ini mempermudah
pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Lampung,
pembagian wilayah administratif Provinsi Lampung tidak hanya memperhatikan
struktur pemerintahan daerah, tetapi juga mencerminkan keragaman budaya,
karakteristik wilayah, serta pembangunan yang tersebar. Berikut adalah riincian

pembagian wilayah administratif Provinsi Lampung.
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Tabel 4. Administratif Provinsi Lampung

Luas

nNdllla - Julttidrl
No. Kabupaten/Kota Ibu Kota Wilayah Ke:amatan
(km2)
Kab. Lampung .
1 Barat Liwa 2.116,59 15
2 Kab. Tanggamus  Kota Agung 4.654,96 20
g Kab.Lampung \oiianda 2.109,74 17
Selatan
4 .'F.‘"b' Lampung g1 adana 5.325,03 24
imur
Kab. Lampung .
5 Tengah Gunung Sugih 4.545,04 28
g KKab-Lampung oronimi 2.725,63 23
Utara
7 Kab. Way Kanan ~ Slambangan 3.921,63 14
Umpu
8 gab.TuIang Menggala 3.466,32 15
awang
Kab. Tulang
9 Bawang Barat Panaragan 1.201,00 9
10 Kab. Mesuji Wiralaga Mulya 2.184,00 7
11 Kab. Pringsewu Pringsewu 625 9
12 Kab. Pesawaran Gedong Tataan 1.173,77 11
13 Kab. Pesisir Barat  Krui 2.907,23 11
14 KotaBandar Bandar Lampung 197,22 20
Lampung
15 Kota Metro Metro 61,79 5
Jumlah Total 35.376,50 258

Sumber: Batas Definitif Kemendagri Tahun 2023



PETA ADMINISTRASI PROVINSI LAMPUNG

Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Lampung
Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2023

40
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4.2. Kebijakan Tata Ruang Provinsi Lampung

Kebijakan tata ruang di Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Lampung Tahun 2023-2043. Perda ini menjadi landasan hukum arah strategis
dalam penataan ruang selama 20 tahun kedepan, mencakup aspek sosial, ekonomi,
lingkungan , dan pertahanan keamanan. RTRW Provinsi Lampung 2023-2043
dirancang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyamana, produktif, dan
berkelanjutan. Tujuan utama dari RTRW ini dijabarkan ke dalam enam kebijakan

strategis yaitu:

1 Meningkatkan aksesibilitas dan kelestarian pelayanan sosial, ekonomi, dan
budaya ke seluruh wilayah provinsi.

2 Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi
risiko bencana alam.

3 Mengoptimalkan pemanfaatan ruang Kawasan budidaya sebagai antisipasi
pengembangan wilayah.

4 Mengembangkan Kawasan strategis provinsi yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah untuk mendukung
konektivitas dan mobilitas.

6 Mewujudkan keterpaduan antara rencana tata ruang provinsi dengan rencana

tata ruang kabupaten/kota.

Pengelolaan tata ruang di Provinsi Lampung dilaksanakan melalui sinergi antara
berbagai Lembaga pemerintahan daerah dan pusat, sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, dalam
memastikan keterpaduan dalam penataan ruang dilakukan koordinasi dan
sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini
bertujuan agar rencana tata ruang di semua tingkatan selaras dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari unsur-unsur berikut:
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Tabel 5. Struktur Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi Lampung

Lembaga Kewenangan

Pemerintah Provinsi Lampung Menyusun dan menetapkan RTRW provinsi;
mengoordinasikan penataan ruang daerah.

DPRD Provinsi Lampung Mengawasi pelaksanaan RTRW; menetapkan perda
terkait tata ruang.

Pemerintah Kabupaten/Kota Menyusun dan menetapkan RTRW dan RDTR
kabupaten/kota

Kementerian ATR/BPN Memberikan pedoman dan supervisi teknis penataan
ruang.

Forum Penataan Ruang Mengoordinasikan antar pemangkuu kepentingan

Provinsi Lampung dalam penataan ruang.

Sumber: UU No. 26 Tahun 2007, dan Perda Prov Lampung No 14 Tahun 2023

4.3. Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung

Perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung mengalami berbagai
tantangan yang kompleks menuntut sistem pendukung kepustusan yang modern
dan responsif. Berbagai isu seperti alih fungsi lahan, konflik pemanfaatan ruang,
dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) memerlukan solusi berbasis teknologi. Menyadari hal tersebut,
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)
sebagai salah satu instrument utama dalam mewujudkan tata kelola ruang yang
transparan, partisipatif, dan berbasis data spasial digital. SIMTARU Provinsi
Lampung dirancang sebagai platform yang mampu mengintegrasikan berbagai
informasi terkait tata ruang, baik dalam bentuk perencanaan, peta tematik, layanan

perizinan, hingga sistem pelaporan.

Pengembangan SIMTARU sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nommor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dengan adanya
SIMTARU, Provinsi Lampung diharapkan mampu meningkatkan efektivitas
pengendalian pemanfaatan ruang. Mempercepat proses perizinan berusaha, dan

memperkuat sinergi antarinstansi dalam perencanaan pembangunan berbasis
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wilayah. Tujuan dari Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi

Lampung di antaranya:

a. Tersedianya suatu sistem yang dapat menjadi tools atau alat bantu yang dapat
menjadi panduan, memberi kemudahan proses revisi maupun tahap legalisasi
RTRW/RDTR Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi gubernur;

b. Memudahkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal memberikan
rekomendasi terhadap Kkegiatan yang berhubungan dengan wewenang

pemerintah provinsi, monitoring, dan evaluasi penataan ruang.

Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) memiliki keterkaitan yang erat dengan
kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini
bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terpadu, akurat,
mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antar instansi pusat maupun daerah. SIMTARU merupakan bagian dari
implementasi prinsip Satu Data Indonesia, khususnya dalam penyedeiaan data
geosipasial yang terintegrasi, dengan adanya integrasi ini SIMTARU diharapkan
mampu mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data
(data-driven planning). Hal ini sejalan dengan prinsip SDI yang menekankan
pada standarisasi data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode refrensi
yang sama antarinstansi pemerintah. Dengan demikian, SIMTARU tudak hanya
berfungsi sebagai sistem informasi tata ruang, tetapi juga sebagai sumber data
geospasial yang mendukung integrasi data pembangunan daerah dalam kerangka

Satu Data Indonesia

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berbasis
data, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan Sistem Informasi Tata
Ruang (SIMTARU). Sistem ini menjadi alat penting dalam mendukung
perencanaan, pemantauan, pengendalian tata ruang secara digital. SIMTARU juga
menjawab kebutuhan dan keterpaduan data spasial serta kemudahan akses bagi
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui SIMTARU, proses seperti

penyusunan rencana tata ruang, permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
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Ruang (KKPR), dan pemantauan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan secara

lebih efisien dan akuntabel.

@ Beranda Profil Produk Hukum Layanan Kontak Kami

(ST
‘

SISTEM INFORMASI TATA RUANG|

Gambar 4. Beranda SIMTARU

Berikut adalah fitur dan fungsi utama SIMTARU Provinsi Lampung yang menjadi

pilar utama dalam pelaksanaan penataan ruang yang modern dan berkelanjutan:

a. Fitur Peta
Menu peta pada SIMTARU Provinsi Lampung merupakan pusat informasi
spasial yang memuat data rencana tata ruang dan pertanahan secara interaktif.
Fitur ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, pemerintah, maupun
pemangku kepentingan dalam mengakses informasi pemanfaatan ruang
berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada menu ini tersedia tiga subfitur utama
yaitu peta RTRW Provinsi Lampung, peta RTRW Kabupaten/Kota, dan peta

pertanahan.

SISTEM.INFORMASI TATA RUANG DAN PERTANAHAN|

= Provinsi Lampung

PERTANAHAN

Gambar 5. Peta SIMTARU
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b. Fitur Produk Hukum
Menu produk hukum pada SIMTARU Provinsi Lampung berfungsi sebagai
pusat informasi regulasi resmi yang mengatur penataan ruang. Fitur ini
memudahkan pengguna, baik masyarakat umum, investor, maupun instansi
pemerintah untuk mengakses dokumen peraturan secara cepat dan terstruktur.
Didalamnya terdapat beberapa kategori produk hukum di antaranya peratuuran
daerah kabupaten/kota, peratuuran daerah provinsi, peraturan Menteri,

peraturan pemerintah, peraturan presiden, dll.

S SIMTARU (SISTEM INFORMASI TATA RUANG )
Provinsi Lampung

@ Beranda Profil  Produk Hukum Layanan  Kantak Kami

9 Sekilas Infe ===== Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi

Produk Hukum

Show 10 v  entries Search:
Judul Produk Hukum Aksi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Gambar 6. Produk Hukum SIMTARU

c. Fitur Informasi Publik
Menu informasi publik pada SIMTARU Provinsi Lampung berfungsi sebagai
sarana keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data
dan berita terkait tata ruang secara langsung. Fitur ini merupakan implementasi
prinsip transparency dalam pengelolaan informasi pemerintahan, sesuai
amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui menu ini,
pengguna dapat memperoleh berita terbaru terkait kebijakan, program, dan
kegiatan penataan ruang dan juga terkait informasi penting yang bersifat umum
maupun khusus, misalnya pengumuman, agenda publik, ataulaporan

perkembangan perencanaan tata ruang.

s SIMTARU (SISTEM INFORMAS| Corl. a
Provinsi Lampung d

@ Beranda Profil  Produk Hukum Layanan  Kontak Kami

Berita Dan Informasi

Belum Ada Berita dan informasi

Gambar 7. Informasi Publik SIMTARU
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d. Fitur Arsip Berita
Menu arsip berita pada SIMTARU Provinsi Lampung berfungsi sebagai pusat
dokumentasi berita dan informasi terkait kegiatan, kebijakan, serta
pengembangan penataan ruang di wilayah provinsi. Fitur ini memudahkan
pengguna untuk mengakses Kembali berita-berita sebelumnya sebagai bahan
refrensi atau pelaporan. Melalui menu ini, pengguna dapat melihat rangkaian

kegiatan resmi, mengakses dokumentasi foto, membaca kembali berita.

E SIMTARU (SISTEM INFORMASI TATA RUANG ) St a
Provinsl Lampung :

Berita Dan Informasi

Gambar 8. Arsip Berita SIMTARU

e. Fitur Album Kegiatan
Menu album kegiatan pada SIMTARU Provinsi Lampung berfungsi sebagai
galeri dokumen visual yang menampilkan berbagai aktivitas resmi terkait
penataan ruang. Fitur ini menjadi publikasi yang memperlihatkan keterlibatan
pemerintah provinsi, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tata ruang. Pada menu ini,
pengguna dapat melihat foto kegiatan, mengetahui bentuk partisipasi dan

kolaborasi antar pemerintah, dan mengakses dokumentasi secara visual.

Gambar 9. Album Kegiatan SIMTARU



V1. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Tata Ruang
(SIMTARU ) Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat
pada proses perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor
yang memengaruhinya, serta menyusun strtategi dan rekomendasi untuk
pengembangannya secara lebih partisipatif dan inklusif. Berdasarkan hasil
penelitian mengenai evaluasi pemanfaatan SIMTARU dalam meningkatkan
partisipasi publik pada perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung,

dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Keterlibatan Masyarakat melalui SIMTARU
Berdasarkan hasil analisis regresi jalur, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan
SIMTARU berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi
publik pada perencanaan pembangunan daerah, dengan seluruh variabel
menunjukkan hubungan positif. Kualitas sistem, kualitas informasi, dan
dukungan kelembagaan berpengaruh signifikan ternadap pemanfaatan
SIMTARU, sementara pemanfaatan SIMTARU sendiri menjadi variabel paling
dominan dalam memengaruhi partisipasi publik. Secara langsung, kualitas
sistem dan dukungan kelembagaan juga berpengaruh signifikan terhadap
partisipasi, sedangkan kualitas informasi tidak signifikan secara langsung
namun berpengaruh tidak langsung melalui pemanfaatan sistem. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat sangat bergantung
pada optimalisasi penggunaan SIMTARU, meskipun partisipasi yang terbentuk
masih bersifat konsultif dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan, sehingga diperlukan peningkatan pemanfaatan sistem,
penguatan dukungan kelembagaan, dan perluasan akses agar partisipasi publik

dalam perencanaan pembangunan daerah.
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2. Faktor Memengaruhi Efektivitas SIMTARU dalam Partisipasi Publik Hasil
analisis SWOT menunjukkan bahwa SIMTARU Provinsi Lampung memiliki
kekuatan utama pada penyediaan informasi tata ruang yang terintegrasi, akses
digital, serta dukungan terhadap transparansi dan e- government, namun masih
dihadapkan pada klemahan berupa rendahnya sosialisasi, keterbatasan literasi
digital masyarakat, serta belum optimalnya stabilitas sistem dan pembaruan
data. Dari sisi eksternal, SIMTARU memiliki peluang besar melalui dukunagn
kebijakan digitalisasi (SPBE), perkembangan teknologi GIS, tingginya
pengguna internet, serta potensi kolaborasi
multipihak, namun juga menghadapi ancaman berupa rendahnya literasi digital,
kesenjangan akses internet, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan
keterbatasan anggran. Nilai IFE sebesar 2,45 menunjukkan kondisiinternal
yang masih sedang, sementara nilai EFE sebesar 2,63 menunjukkan peluang
eksternal yang cukup kuat, sehingga pengembangan SIMTARU perlu
difokuskan pada penguatan faktor internal agar mampu memanfaatkan peluang

eksternal secara optimal dalam meningkatkan partisipasi publik

3. Strategi Prioritas Pengembangan SIMTARU
Hasil analisis QSPM menunjukkan bahwa strategi pengembangan SIMTARU
Provinsi Lampung yang paling prioritas adalah penyediaan pembiayaan dan
dukungan teknis berkleanjutan, yang memiliki nilai TAS tertinggi, sehingga
menjadi kunci dalam menjamin keberlangsungan operasional dan
pengembangan sistem dalam jangka panjang. Strategi ini diikuti oleh
peningkatan kapasitas SDM teknis, pelibatan perguruan tinggi dan komunitas
digital, pemanfaatan dukungan regulasi untuk kolaborasu lintas sektor, serta
optimalisasi infrastruktur dan kerja sama antar lembaga. Secara keseluruhan,
strategi pengembangan SIMTARU perlu diarahkan pada penguatan aspek
kelembagaan, sumber daya manusia, dan kolaborasu multipihak dengan
pendekatan bertahap (jangka pendek, menengah, panjang), agar mampu
meningkatkan pemanfaatan sistem dan mendorong partisipasi publik secara

lebih luas dan berkelanjutan.
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Strategi-strategi tersebut menjadi fondasi untuk menjadikan SIMTARU
sebagai platform digital digital yang lebih inklusif, informing dan
partisipatif.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh, maka disampaikan
beberapa saran yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, penggelola
sistem SIMTARU, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan inklusivitas sistem ini dalam perencanaan

pembangunan daerah di Provinsi Lampung:

1. Penyediaan Pembiayaan dan Dukungan Teknis Berkelanjutan
Pemerintah daerah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai
dab verkelanjutan untuk pengembangan dan pemeliharaan SIMTARU. Selain
itu, dukungan teknis seperti peningkatan infrastruktur, pemeliharaan sistem,
dan pembaruan data secara berkala perlu menjadi prioritas utama.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Digital
Penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat,
perlu dilakukan melalui pelatihan dan edukasi terkait pemanfaatan sistem
informasi tata ruang. Peningkatan literasi digital masyarakat juga penting agar
partisipasi publik dapat berkembang dari konsultatif menjadi lebih aktif dan

kolaboratif.

3. Penguatan Kolaborasi Multipihak
Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasu dengan perguruan tinggi,
komunitas digital, dan sektor swasta dalam pengemvangan SIMTARU.
Kolaborasi ini dapat dimanfaatkan untuk inovasi teknologi, peningkatan literasi
masyarakat, serta penguatan peran SIMTARU sebagai platform partisipasi
publik.
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4. Penguatan Dukungan Kelembagaan
Diperlukan penguatan peran kelembagaan melalui peningkatan koordinasi
antarinstansi, penyusunan regulasi yang mendukung pemanfaatan SIMTARU,
serta peningkatan respons terhadap masukan masyarakat. Dukungan
kelembagaan yang kuat akan mendorong keberlanjutan dan efektivitas

implementasi sistem.

5. Pemerataan Akses Teknologi dan Infrastruktur
Untuk mengatasi kesenjangan digital, diperlukan upaya peningkatan akses
internet dan infrastruktur teknologi, khususnya di wilayah yang masih
terbatas. Hal ini penting agar seluruh lapisan masyarakat memiliki

kesempatan yang sama dalam memanfaatkan SIMTARU

6. Saran bagi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas SIMTARU Provinsi

Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakt pada perencanaan

pembangunan daerah, maka beberapa saran yang dapat disampaikan dan

ditujukan kepada para pemangku kepentingan utama adalah berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas PKPCK dan Instansi Terkait)
Pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi pemanfaatan
SIMTARU melalui penguatan dukuangan kelembagaan, peningkatan
intensitas sosialisasi, serta komitmen dalam penyediaan pembiayaan dan
dukungan teknis yang berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan
operasional dan pengembangan sistem.

b. Bagi Pengelola dan Operator SIMTARU
Pengelola sistem perlu meningkatkan kualitas teknis SIMTARU,
terutama dalam hal stabilitas sistem, kecepatan akses, serta pembaruan
data yang lebih real-time. Selain itu, pengembangan fitur yang lebih
interaktif dan user-friendly perlu dilakukan agar sistem lenih mudah
digunakan oleh masyarakat umum. Penguatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan di bidang operasional dan sistem informasi

juga menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem.
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c. Bagi Masyarakat dan Pengguna
Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memanfaatkan
SIMTARU sebagai media untuk memperoleh informasi dan
menyampaikan aspirasi terkait perencanaan pembangunan. Untuk itu,
diperlukan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pelatihan,
sehingga partisipasi yang terbentuk tidak hanya bersifat konsultif, tetapi
dapat berkembang menuju partisipasi yang lebih aktif dan kolaboratif.
4. Bagi Akademisi dan Komunitas Digital

Perguruan tinggi dan komunitas digital diharapkan dapat berperan aktif

dalam mendukung pengembangan SIMTARU melalui kegiatan penelitian,

pengabdian masyarakat, serta inovasi teknologi. Kolaborasi ini dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi masyarakat, mengembangkan

fitur sistem, serta memperluas pemanfaatan SIMTARU sebagai media

edukasi dan partisipasi publik.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih

mendalam terkait efektivitas SIMTARU dalam pengambilan keputusan

publik, serta mengkaji model partisipasi yang lebih kolaboratif. Selain itu,

penelitian dapat diperluas dengan menggunakan metode analisis lain atau

cakupan wilayah yang lebih luas guna memperoleh hasil yang lebih

komprehensif.
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